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KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA BANJARBARU

NO : O4 /SeI-Keu/SK/DPU&PR/2020

TENTANG

PENETAPAN PUABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS PEKER.IAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

TAHUN ANGGARAN 2O2O

PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Menimbang : a.

KOTA BANJARBARU,

bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada
kegiatan - kegiatan dilingt<up Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Banjarbaru maka Pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang perlu menetapkan Pejabat pada
unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Banjarbaru selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK[

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna
Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Banjarbam.

Uadang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingfuat II Bar{arbarr (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38221;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Peayelenggaraan Negara yang Bersih dan Elebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 385fh

Undang-Undang Nomor lV Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara {I"embaran Negara Republik Ledonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42681;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan
Negara (Iiembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tatrun 2AA+ tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Tahun 2AA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aaOO);

Mengingat :1.

2.

3.

4.

5.



6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44371sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor L2 tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2OO4
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a84a\

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2AO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
1"26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a4381;

Peraturan Pemerintah Nomor 1O5 Tahun 2OO0 tentang
Peagelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor
2A2, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4O22l';

Peraturan Pemerintah Nomor 1O8 Tahun 2OOO tentang Cara
Pertaaggungiawaban Kepala Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 2A9, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a027l;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 201.8
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2OO2
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa Kali
teraldrir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2OLO tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2AO2 tentang
Pedoman Felaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nornor 21 tahun 2OLl tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nornor 310);

7.

8.

9.

10.

11.

t2.

13.



14.

L5.

16.

17.

18.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2OO8
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Banjarbaru (Irmbaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2OO8 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ba4iarbaru (Lembaran
Daerah Kota Banjarbanr Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor
Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun
2OO8 tentang Pembentukan, Orgarrisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah di Lingkungan Pemerintatr Kota Barliarbaru (Lembaran
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2Ol1 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kota Baqiarbam Nomor 15 Tahun 2Ol9
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2A {Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2Ol9 Nomor l5);

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2ALg tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bela4ia Daera.tr Kota
Banjarbaru Tahun Anggaran 2O2O {Berita Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2Ot9 Nomor 41);

Keputusan Walikota Ba4iarbaru Nomor 188.45 I 4 IWJM /2024
Tahun 2OZA tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan
Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2O2O;

MEMUTUSKAN:

Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan lImum dan
Penataan Ruang Kota Banjarbaru tentang Penetapan Pejabat
Pembuat Kornitaen {PPK} pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tatrun Anggaran 2O2O
sebagaimana tercantum dalarn lampiran keputusan ini sebagai
pelaksana Program dan Kegiatan.

{I}PPK merupakan kjabat yang ditetapkan oleh PA/IGA untuk
melaksanaf€n Pengadaan Barang/Jasa.

(2)Untuk ditetapkan sebagai PPK haarus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a. Memiliki integritas;
b. Memiliki disiplin tingg;
c. Mem.iliki tanggungiawab dan kualifikasi teknis serta

manajerial r.lntuk melaksanakan tugas;
d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tugas dan memiliki

keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat
KKN;

e. Menandatangani Palrta Integritas;
f. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tanganan Surat

Perintah Membayar TPPSPM) atau Bendahara; dan
g. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/Jasa.

Menetapkan

KESATU

KEDUA



(2a) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana
dimaksud pada ayart l2l huruf f, dikecualikan untuk
PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

(2b) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan
untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2)
huruf g dikecualikan untuk :

a. PPK yang dijabatoleh pejabat seselon I dan ll drK/LlD/l;
dan/atau

b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

(3) Persyaratan man4ierial sebagaimana dimaksud pada ayat l2l
huruf c adalah :

a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan
bidang keahlian yang sedapat mungfuin sesuai dengan
tuntutan pekerjaan;

b. Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat
secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan
pengadaan Barang/Jasa; dan

c. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam
melaksanakan setiap tugas /pekerjaannya.

t4) Dalam hal Jjmlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbatas,
persyaratan pada ayat {3} huruf a dapat diganti dengan paling
kuranggolongan ilIa atau disetarakan dengan golongan IIIa.

KETIGA ; T\rgas Pejabat Pembuat Komitmen (PPKI adalah :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan
kewenangan sebagai berikut :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
ytrrgmeliputi:
f). Spesifikasi teknis Barang/Jasa
21. Harga Perkiraan Sendiri {HPS}; dan
3). Rancangan Kontrak

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangi

Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SP$l surat perjaqiian;
d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
e. Mengendalikan pelaksanean Kontrak;
f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan

Barang/ Jasa kepada PA/ KFA;
g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan

anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
PA/KPA setiap triwulan; dan

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana rlirnaksud
pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :

a. Mengusulkan kepada PA/KPA :

1)" Perubahan Paket Pekerjaan; dan/atau
2). Perubahan Jadwal Kegiatan Pengadaan

b. Menetapkan tim pendukung
c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan

i tekrris untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan

kepada Penyedia Barang/Jasa.



KEEMPAT

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Kepuhrsan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
Talrun Anggaran 2O2O

Kepuhrsan ini mulai berlaku pada tangal O2 Januari 2O2O dengan
ketenttran apabila dikemudian hari terdapat kekelinran dalam
penetapan ini akarr diubatr dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal 02

4pBN '+-

Pembina Muda
MP. 19631105 I I ao2
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